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ABSTRAK 

Anisa Rahayu. 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Oleh 

BMT Beringharjo bagi UMKM di Kabupaten Magetan”. 

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaludin,Lc., MA 

Kata Kunci : Pembiayaan, Bagi Hasil, UMKM  

 

Sistem bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional 

bank syariah secara keseluruhan, secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling 

banyak dipakai adalah akad utama al-mudharabah dan al-musyarakah, prinsip ini 

merupakan sistem yang menggantikan mekanisme penolakan atas bunga. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan sistem bagi hasil oleh BMT 

Beringharjo bagi UMKM di Kabupaten Magetan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, karena penelitian ini 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai membiayaan sistem bagi 

hasil lembaga keuangan syariah oleh BMT Beringharjo bagi UMKM di kabupaten 

Magetan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid, 

peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BMT Beringharjo menggunakan 

barang jaminan untuk syarat akad pembiayaan bagi hasil musyarakah. Penerapan bagi 

hasil pembiayaan BMT Beringharjo menggunakan profit sharing adalah perhitungan  bagi 

hasil berdasarkan pendapatan bersih dari total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan akan dibagikan 

pada kedua pihak sesuai nisbah bagi hasil dari kesepakatan awal. Perlakuan akuntansi di 

BMT Beringharjo terhadap pembiayaan musyarakah mulai realisasi pembiayaan sampai 

akhir pembiayaan musyarakah meliputi pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan 

sudah sesuai dengan PSAK No.106. sedangkan untuk penyajian pembiayaan musyarakah 

masih belum sesuai dengan PSAK No. 106. 
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ABSTRACT 

Anisa Rahayu. 2018, THESIS. Title: "Financing Analysis of Profit-Sharing System by 

BMT    Beringharjo for UMKM in Magetan Regency". 

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA 

Keywords : Financing, Profit-Sharing, UMKM   

 

The profit-sharing system is a general characteristic and the basic foundation of the 

operation of Islamic banks as a whole. In principle, the most widely used Islamic banking 

is the main contract of al-mudharabah and al-musyarakah, this principle is a system that 

replaces the refusal mechanism for interest. This study aims to find out how the finance of 

profit sharing system by BMT Beringharjo for UMKM in Magetan Regency. 

This study uses a descriptive analysis approach, because it systematically, 

factually, and accurately describes the financing of profit-sharing system of Islamic 

financial institutions by BMT Beringharjo for UMKM in Magetan district. This study is 

descriptive qualitative, to obtain valid data, the author uses several methods of data 

collection, called observation, interviews, and documentation. 

Based on the results of the study, it was found that BMT Beringharjo used 

collateral for musyarakah profit sharing financing contract terms. The utilization of BMT 

Beringharjo financing using profit-sharing is the calculation of profit sharing based on net 

income from total revenue minus the costs incurred to obtain the income. Profits will be 

distributed to both parties according to the profit-sharing ratio from the initial contract. 

The accounting practice at BMT Beringharjo with regard to musyarakah financing is from 

the realization of financing until the end of musyarakah financing including recognition, 

measurement, and disclosure in accordance with PSAK No.106, while the presentation of 

musyarakah financing is still not in accordance with PSAK No.106. 
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 الملخص

.َبحثَعلمي.َتحليلَتمويلَنظامَالمضاربةَلدىَبيتَالمالَوالتمويلَلشركاتَصغيرةَومتوسطةََفيَمنطقة2018َأنيساَرهايو.َ
َماغتان.
َ:َالدكتورَالحاجَأحمدَجلالَالدينَالماجستيرََالمشرف

َوالشركاتَالصغيرةَالمتوسطةَََ :َالتمويلَوالمضاربةَالكلماتَالرئيسة
 

كَثيراَمنَالمصارفَالشريعةَتستخدمَعقدََالمضاربةََعمليَنظامَالمضاربةَالإسلاميةَأساس فيَالمصارفَالشريعةَلكن
كَيفيةَتمويلَنظامَالمضاربةَ َللشركاتَالصغيرةَالمتوسطةَوالمشاركة.ََوهذاَالنظامََنظامَلرفضَالربح.َويهدفَهذاَالبحثَلمعرفة

 منطقةَماغتان.فيَ
 

فيَمنطقةََمنهجَهذاَالبحثَبحثَنوعيَوصفيَلوصفَتمويلَنظامَالمضاربةَالإسلاميةَللشركاتَالصغيرةَالمتوسطةَ
َماغتانَسلسلةَواقعياَودقيقا.َوكانتَطريقةَجمعَالبياناتَمنَخلالَالملاحظةَوالمقابلةَوالتوثيق.

تستخدمَضماناتَلشروطَتمويلَالمضاربةBeringharjoََوتدلَنتائجَالبحثَعلىَأنَالشركةَالصغيرةَالمتوسطةَ
َالمشاركة.َوهوَحسابَالمضاربةَمنَحيثَالإيراداتَوتخفضهاَ َفيهاَمستخدمَالمضاربة المشاركة.َوكانَتطبيقَتمويلَالمضاربة

لمضابةَالمشاركةَالمخروجة.َوتتمَالمضاربةَبينَالشخصينَوفقاَلنسبةَالمضاربةَالتيَاتفقَعليهاَالشخصان.َويتكونَتطبيقَهذهَا
َ.َوأماَعرضَتمويلَالمشاركةَلمَيناسبَبها.106َالرقمََ PSAKمنَالاعترافَوالقياسَوالتعبيرَموافقةَعلىََ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Lembaga keuangan syariah mulai berkembang sejak tahun 1999 yaitu setelah 

berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan 

Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992. Undang-undang ini mengizinkan 

lembaga perbankan menggunakan prinsp bagi hasil, bahkan memungkinkan bank 

untuk beroperasi dengan dual system, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi 

hasil sebagaimana dipratekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Prinsip yang 

diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran 

dana yang tidak dikenakan bunga (interest free banking). 

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan 

peningkatan secara signifikan dalam waktu satu dekade terakhir. Hal ini dibuktikan 

dengan suburnya perkembangan lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan oleh otoritas jasa 

keuangan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar 1,05%, yaitu sejumlah 

724 kantor Operasional Pusat, 1315 kantor Cabang Pembantu, dam 404 kantor kas. 

Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah yang memihak pada pemerataan 

pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan, menjadikan 

pengembangan sistem lembaga keuangan syariah menjadi sangat relevan dengan 
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pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) yang dirancangkan oleh 

perserikatan bangsa-bangsa (PBB). (wwww.ojk.go.id). 

Perkembangan lembaga keuangan syariah mulai menjalar ke sektor usaha 

mikro kecil dan menengah seperti Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Syariah, Baitul 

Mal Wat Tamwil (BMT). Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah menjadi wujud 

perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian 

dengan berdasarkan prinsip syariah. Tetapi, kepercayaan masyarakat belum 

menunjukkan persepsi atau pemahaman yang baik terhadap lembaga keuangan 

syariah, kehadiran lembaga keuangan syariah ternyata belum mampu mengalihkan 

secara signifikan persepsi masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah.  

BMT merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang 

mampu dan menyalurkannya sebagai modal usaha melalui pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil antara BMT dan nasabah. BMT juga menumbuh kembangkan 

masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah dalam menjalankan 

usahanya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan 

koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). 

Pada mekanisme keuangan syariah termasuk di dalamnya lembaga keuangan 

mikro Islam seperti BMT menggunakan model bagi hasil yang berhubungan dengan 

usaha pengumpulan dana (finding) maupun pelemparan dana atau pembiayaan 

(financing). Pada peran finding, BMT akan berperan sebagai mudharib dan karenanya 

dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun di sisi lain BMT juga 

berperan dalam financing selaku shohibul maal yang karenanya BMT harus 
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menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan. Dalam 

proses pembiayaan (financing) inilah sistem bagi hasil digunakan.  

Jenis produk bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT yang di antaranya kita 

kenal dengan Musyarakah dan Mudharabah. Musyarakah merupakan akad kerjasama 

antara pemilik modal yang menyampurkan modal mereka dengan tujuan mencari 

keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal utuk 

membiayai suatu usaha dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada 

harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak 

boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa 

seizin mitra lainnya. Sedangkan Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad), sedangkan apabila rugi 

ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. 

Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, mka 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

 Pertumbuhan aset BMT Beringharjo cukup signifikan. Aset BMT Beringharjo 

per 31 Maret 2018 sekitar Rp. 153 miliar, kemudian meningkat pada awal juni 2018 

menjadi Rp. 165 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Porsi 

pembiayaan yang disalurkan sebanyak 90% bernilai kisaran nol rupiah sampai 50 

juta. Adapun data pembiayaan BMT Beringharjo berdasarkan data yang diperoleh 

dari BMT Beringharjo adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Aset dan Pembiayaan Maret – Juni 2018 

 

 Maret 2018 Juni 2018 

Aset Rp. 153 Miliar Rp. 165 Miliar 

Penyaluran Pembiayaan Rp. 153 Miliar Rp. 163 Miliar 

Sumber: BMT Beringharjo  

  Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan aset dan pembiayaan di 

BMT Beringharjo. Pertumbuhan aset per 31 Maret 2018 sekitar Rp. 153 Miliar, 

kemudian meningkat pada awal Juni 2018 menjadi 165 Miliar. Dan penyaluran 

pembiayaan per 31 Maret 2018 Rp. 153 Miliar meningkat pada awal Juni 2018 

menjadi Rp. 163 Miliar. Pembiayaan tersebut disalurkan kepada anggota BMT 

Beringharjo yang saat ini jumlahnya mencapai 12 ribu anggota. 

BMT Beringharjo adalah lembaga keuangan yang ikut berperan 

mendistribusikan pembiayaan bagi hasil melalui penyaluran dana berupa pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan tambahan modal. Hal ini BMT 

Beringharjo membantu nasabah untuk mempertahankan penghasilan dari usahanya. 

Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumtif mampu mellindungi 

para pengusaha dari jeratan rentenir yang marak pada saat ini. Lokasi yang strategis 

karena dikelilingi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membantu 

mengkembangkan usaha mereka yang kekurangan modal.  
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Tabel 1.2 

Laporan Pembiayaan Bagi Hasil 2010- 2014 

Sumber : BMT Beringharjo 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil di 

BMT Beringharjo. Pembiayaan Musyarakah di tahun 2010 sebesar Rp. 

22.273.321.352, kemudian turun menjadi Rp. 21.744.307.187 di tahun 2011. Pada 

tahun 2012-1014 pembiayaan musyarakah selalu meningkat setiap tahunnya. 

Sedangkan pembiayaan mudharabah  selalu meningkat sejak tahun 2010 sebesar Rp. 

1.206.131.261 sampai di tahun 2013 sebesar Rp. 6.005.264.620 dan di tahun 2014 

menurun menjadi sebesar Rp. 5.919.878.620. Melihat keadaan tersebut, bahwa cukup 

optimal dari pihak BMT dalam memberikan sosialisasi tentang pembiayaan 

musyarakah dan mudharabah. Namun, melihat lokasi BMT Beringharjo yang 

letaknya strategis dekat dengan pasar sayur dan dikelilingi oleh Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM), jumlah pembiayaan musyarakah bisa mencapai 50 juta. 

Berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat 

154.800 UMKM di Kabupaten Magetan. Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) sangat penting terutama untuk memperluas penyerapan tenaga 

kerja dan meningkatakan ditribusi pendapatan sehingga diharapkan dapat mengurangi 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Musyarakah    22.273.321.352 21.744.307.187 27.262.269.150 33.292.777.749 34.661.925.810 

Mudharabah 1.206.131.261 2.416.590.621 2.604.212.121 6.005264.620 5.919.878.620 
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kemiskinan. Salah satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitas yang 

tinggi relatif terhadap pesainganya.  

UMKM sangat penting karena mereka mampu bertahan dalam menghadapi 

krisis, namun UMKM mempunyai banyak kendala, seperti kekurangan modal dan 

minimnya manajerial. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk menunbuh 

kembangkan yaitu dengan cara menyediakan tambahan modal dengan pembiayaan 

bagi hasil yang disediakan oleh BMT. 

Nuraini (2017) melakukan penelitian yang berjudul ”Evaluasi Kontribusi 

Pembiayaan Musyarakah UMKM Terhadap Pendapatan BPRS Al-Salaam”. Dalam 

Penelitian ini BPRS Al-Salaam belum memaksimalkan peluang yang ada, seperti 

kurangnya promosi dan mengedukasi masyarakat tentang pembiayaan musyarakah, 

namun BPRS Al-salaam memiliki kekuatan yaitu dari lokasi yang strategis dan bank 

syariah lain masih sedikit yang melakukan akad musyarakah. Sehingga bisa 

dimanfaatkan untuk mengembangkan pembiayaan musyarakah dan pedapatan BPRS 

Al-Salaam bisa bertambah lebih pesat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh 

mana pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT 

Beringharjo. Maka peneliti mengambil judul “Analisis Pembiayaan Sistem Bagi 

Hasil Oleh BMT Beringharjo Bagi UMKM Di Kabupaten Magetan”. 
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1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembiayaan sistem bagi hasil BMT Beringharjo bagi UMKM? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pembiayaan sistem bagi hasil oleh BMT Beringharjo 

bagi UMKM. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan 

tentang pembiayaan sistem bagi hasil pada usaha mikro kecil menengah di Kabupaten 

Magetan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang 

pembiayaan sistem bagi hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Kabupaten Magetan. 
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b. Bagi Lembaga Keungan Syariah 

Manfaat penelitian bagi lembaga keuangan syariah yaitu diharapkan dapat 

membantu lembaga keuangan syariah mengembangkan pembiayaan sistem bagi hasil 

pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Magetan. 

c. Bagi UMKM 

Manfaat penelitian bagi UMKM yaitu memberikan informasi mengenai 

pembiayaan sistem bagi hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil 

Menengah di Kabupaten Magetan. 

d. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan referensi mengenai pembiayaan sistem bagi hasil pada Usaha 

ikroKecil dan Menengah di Kabupaten Magetan. 

1.5.  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di BMT Beringharjo dan 

UMKM yang berada di Kabupaten Magetan. Penelitian ini fokus pada sistem 

pembiayaan bagi hasil. Obyek data yang digunakan dalam penelitian hanya pada data 

bagi hasil musyarakah BMT Beringharjo 2017 yang berkaitan dengan bagi hasil 

musyarakah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu diurai secara ringkas yang disajikan sebagai 

bahan acuan penelitian dan sebagai bukti bahwa sudah ada beberapa penelitian 

yang melakukan penelitian terkait Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Oleh 

BMT Beringharjo Bagi UMKM di Kabupaten Magetan. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Tri Budi 

Nuraini 

(2017) 

Evaluasi 

Kontribusi 

Pembiyaan 

Musyarakah 

UMKM pada 

Pendapatan BPRS 

Al-Salaam 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa BPRS Al-

Salaam belum 

memaksimalkan 

peluang yang ada, 

seperti kurangnya 

promosi dan 

mengedukasi 

masyarakat 

mengenain 

pembiayaan 

musyarakah. 

Namun, BPRS Al-

Salaaam memiliki 

kekuatan yaitu dari 

lokasi yang 

strategis dan 

banyak bank 

syariah yang eblum 

melakukan akad 

musyarakah. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

2. Nurul 

Mu’minati 

Idris 

(2017) 

Implementasi 

Prinsip Syariah 

terhadap 

pembiayaan 

Mudharabah Pada 

Bank Syariah di 

Watampone 

Jenis Penelitian 

Kualitatif dengan 

pendekatan 

teologis-normatif 

dan yuridis. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

pelaksanaaan 

pembiayaan 

mudharabah 

dilakukan dengan 

secara teratur, 

berkekuatan hukum 

tetap, dan 

memberikan rasa 

aman dan adil 

kepada nasabah 

sesuai dengan 

prinsip sayraiah. 

Namun, bank 

syariah belum 

menerapkan secara 

keseluruhan teori 

bank yang 

berasaskan prinsip 

syariah kedalam 

praktiknya karena 

realisasi belum 

terwujud dalam 

praktiknya. 

3.  Ika 

Nursa’adatul 

Ummah 

(2016) 

Kontribusi 

pembiayaan bagi 

hasil 

(Mudharabah) 

dan jual beli 

(Murabahah) 

dalam 

meningkatkan 

profitabilitas pada 

BMT Bina 

Ummat Sejahtera 

Lasem 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

deksriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

pembiayaan 

mudharabah dan 

murabahah pada 

BMT Bina Ummat 

Sejahtera Lasem 

adalah memberikan 

dana kepada 

nasabah yang 

digunakan untuk 

modal usaha dan 

digunakan untuk 

jual beli. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

4.  Moh. Dio 

Awaludin 

Jauhar 

 (2016). 

Pembiayaan 

Sistem Bagi Hasil 

Lembaga 

Keuangan Syariah 

Pada Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah Di 

Kabupaten 

Jember. 

Penelitian 

Kualitatif dengan 

pendekatan multi 

case studies. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa secara 

keseluruhan dari 4 

lembaga keuangan 

syariah memiliki 

pembiayaan sistem 

bagi hasil yaitu 

pembiayaan 

mudharabah dan 

pembiayaan 

musyarakah 

sebagai salah satu 

produk dari 

lembaga keuangan 

syariah dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 

mitra usahanya. 

5.  Artlinta 

Prasetian 

Dewi (2016). 

Pembiayaan Bagi 

Hasil Sektor 

Usaha Mikro Di 

BMT Hasanah 

Ponorogo. 

Jenis Penelitian 

adalah Penelitian 

deskriptif 

kualitatif. 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa mekanisme 

pembiayaan bagi 

hasil di BMT 

Hasanah Ponorogo 

dibagi menjadi 

beberapa tahapan, 

tahap pemeriksaan, 

tahap analisa dan 

tahap pencairan 

dana. 
(Sumber diolah oleh penulis) 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan antara 

penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Tri Budi 

Nuraini Berjudul “Evaluasi Kontribusi Pembiyaan Musyarakah UMKM 
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pada Pendapatan BPRS Al-Salaam”. Metode Penelitian menggunakan 

pendekatan kulaitatif deskriptif. Lokasi penelitian di BPRS Al-Salaam. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahasa tentang pembiayaan Musyarakah. Perbedaannya yaitu 

Penelitian tersebut mengevaluasi perkembangan pembiyaan musyarakah 

dan pendapatan BPRS Al-Salaam.Pebedaan lainnya yaitu lokasi penelitian 

berbeda. 

2. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Nurul 

Mu’minati Idris Berjudul “Implementasi Prinsip Syariah terhadap 

pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone”. Metode 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan 

teologis-normatif dan yuridis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang implementasi 

pembiayaan Mudharabah. 

3. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu skripsi yang disusun oleh Ika 

Nursa’adatul Ummah berjudul “Kontribusi pembiayaan bagi hasil 

(Mudharabah) dan jual beli (Murabahah) dalam meningkatkan 

profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem”. Metode 

Penelitian ini menggunakan Pendeketan Kualitatif deskriptif.  Perbedaanya 

dengan penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian ini membahas 

tentang kontribusi pembiyaan bagi hasil (Mudharabah) dan jual beli 

(Murabahah) pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Lokasi Penelitian 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini pun berbeda. 
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4. Penelitian terdahulu yang keempat yaitu skripsi yang disusun oleh Moh. 

Dio Awaludin Jauhar berjudul “Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga 

Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten 

Jember”. Metode penelitian menggunakan Kualitatif dengan pendekatan 

multi case studies. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas pembiayaan sistemm bgai hasil lembaga keuangan syariah pada 

usaha mikro kecil menengah. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan 

penelitian ini hanya membahas pembiayaan musyarakah saja. 

5. Penelitian terdahulu yang kelima yaitu skripsi disusun oleh Artlinta 

Prasetian Dewi bejudul “Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro Di 

BMT Hasanah Ponorogo”. Metode Penelitian ini menggunakan 

Pendeketan Kualitatif deskriptif. Perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu hanya membahas 

mekanisme pembiayaan bagi hasil sektor usaha mikro yang ada di BMT 

Hasanah Ponorogo. 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Baitul Maal Wat Tamwil 

2.2.1.1 Pengertian 

 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal 

dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan 

dan penyaluran dana yang non-profit, seperti : zakat, infaq dan shadaqoh. 

Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha Pengumpulan dan penyaluran dana 

komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT 
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sebagai lembaga pedukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

berlandasan syariah (Sudarsono, 2007). 

2.2.1.2 Peran dan Fungsi BMT 

BMT mempunyai peran dan fungsi untuk mencapai tujuannya sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, menngorganisir, mendorong, dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, 

kelompok anggota Muamalat dan daerah kerjanya. 

b. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih 

profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam 

menghadapi persaingan global. 

c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka 

mengingatkan kesejahteraan anggota. 

d. Menjadi perantara keuangan (Financial Intermediary) antara Aghniya’ 

sebagai Shohibul Maal dengan Duafa sebagai mudhorib, terutama dana untuk 

dana-dana sosial seperti halnya zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah. 

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari konsep 

ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. BMT menggabungkan 

dua kegiatan yang berbeda sifatnya laba dan nillaba dalam satu lembaga. 

Namun,secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. 

Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga 

melakukan kegiatan di sektor riil sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan 
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BMT,yaitu jasa keuangan; sosial atau poengelolaan zakat ,infak, dan sedekah 

(ZIS). 

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Operasional BMT 

Prinsip-prinsip Operasional BMT adalah sebagai berikut : 

1. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah 

sebagai landasan operasional. 

2. Tujuan pengembangan koperasi BMT adalah untuk meningkatkan program 

pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan mikro kecil, menengah dan 

koperasi melalui sistem syariah. 

3. Koperasi BMT berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi 

dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 

4. Anggota koperasi BMT bersifat sukarela dan terbuka, dan dikelola secara 

demokratis dan Islam. 

5. Subtansi anggaran dasar koperasi BMT minimal membuat daftar nama 

pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan 

mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan permodalan jangka waktu, 

pembagian sisa hasil usaha dan sanksi. 

6. Ketentuan tentang keanggotaan dapat beranggota biasa, angoota luar biasa 

dan calon anggota. 

7. Koperasi BMT wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) 

minimal satu kali dalam satu tahun. 
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8. Masa jabatan pengurus koperasi BMT paling lama lima tahun dan dapat 

dipilih kembali. 

9. Pengawas BMT harus dipilih dari dan oleh anggota koperasi BMT dalam 

rapat anggota. 

10. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

2.2.1.4 Ciri-ciri BMT 

Ridwan (2004) mengemukakan ciri-ciri utama BMT yaitu: 

a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan 

ekonomi paling banyak anggota dan masyarakat. 

b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mnegefektifkan pengumpulan 

dan pensyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang 

banyak. 

c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya. 

d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dari lingkungan BMT, bukan milik 

orang perorangan atau milik orang lain dari luar masyarakat tersebut. 

BMT (Baitul Maal Wat tamwil) merupakan lembaga milik masyarakat, 

sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba 

atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada 

masyarakat. Sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat 

disekitar BMT didirikan. Menurut Ridwan (2004), Ciri Khusus BMT adalah 

sebagai berikut: 
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1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, 

tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyentor dana 

maupun sebagai penerima pembiayaan usaha; 

2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang 

terbatas akarena sebagian staf harus bergerak ke lapangan untuk 

mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor, dan mensupervisi usaha 

nasabah; 

3. BMT mengadakan pengujian rutin secara berkala yang waktu dan 

tempatnya-biasanya di madrasah, masjid, dan mushala ditentukan sesuai 

dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya 

dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT; 

4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami. 

2.2.2. Pembiayaan 

2.2.2.1 Pengertian 

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga 

pembiayaan selaku shohibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk 

melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan 

benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai, 2008) 

Istilah pembiayaan hampir sama dengan kredit karena keduanya sama-

sama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syariah dapat 

memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli ataupun 

sewa menyewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan imbalan 



18 
 

 
 

bunga untuk memperoleh pendapatan, padahal sebagaimana yang diketahui 

bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjamnya (Antonio, 2001). 

Menurut Muhammad (2005), pembiayaan secara luas berarti financial atau 

pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh oran lain. 

Dalam kaitannya dengan aktivitas BMT, pembiayaan merupakan suatu kegiatan 

penyaluran dana oleh BMT selaku pemilik modal kepada anggota umtuk 

membentuk usaha atau mengembangkan usaha khususnya bagi pengusaha mikro 

kecil menengah. 

2.2.2.2 Prinsip Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dengan 

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang direncanakan (Rivai dan Arifin, 2010). Menurut Muhammad 

(2005) BMT maupun lembaga keuangan syariah menyalurkan dana yang telah 

dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan 

prinsip sebagai berikut : 

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 

Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan 

telah disepakati dari awal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang 

dijual. Adapun akad yanag digunakan dalam produk jual beli ini adalah : 

1. Murabahah adalah jual beli dengan harga asal dengan tamabahan 

keuntungan yang disepakati. 
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2. Salam adalah jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan 

barangnya di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau 

future salaes) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, kemudian tanggal 

dan tempat telah disepakati sebelum perjanjian 

3. Istishna’ merupakan akad jual beli antara pemesan atau pembeli barang 

(mustashni) dengan penjual (shani) dimana barang yang akan dijual belikan 

harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. 

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa 

Pembiayaan ini dilakukan untuk mendapatakan jasa, dengan keuntungan 

ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang disewa. Produk-

produknya adalah  

1. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek sewa) dan 

musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang 

disewakannya. 

2. Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek 

sewa dan penyewa mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang 

disewakannya dengan “opsi perpindahan hak pemilik” obyek sewa pada saat 

tertentu sesuai dengan akad sewa. 

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil. 

Prinsip ini dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, 

produk-produknya adalah sebagai berikut: 

1. Musyarakah adalah pembiayaan sebagai kebutuhan modal pada sutau usaha 

untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. 
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2. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak 

pertama (shohibul maal) sebagai penyedia seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola (mudhorib). 

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap 

Pembiayaan ini dilakukan untuk memperlancar pembiayaan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip di atas. Berikut adalah akad pelengkap tersebut 

yaitu : hawalah (alih hutang piutang), rahn (gadai), qard (pinjaman uang), 

wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank). 

2.2.2.3  Jenis-jenis Pembiayaan 

Menurut sifat penggunaanya, pembiayaaan dibagi menjadi dua yaitu 

(Muhammad, 2005): 

1. Pembiayaan produktif 

Pembiayaan ini ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti 

pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya 

yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Menurut 

keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, 

diantaranya: 

1. Peningkatan produksi, secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, 

sedangkan secara kualitatif, yaitu peningkaan kualitas atau mutu hasil 

produksi. 

2. Untuk keperluan perdagangan atau untuk peningkatan utility of place dari 

suatu barang. 
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b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 

perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-

barang modal (capital goods) yaitu barang-barang yang digunakan untuk 

memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa 

pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut Capital expenditure. 

2. Pembiayaan Konsumtif 

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan yang bersifat 

konsumtif, msalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan 

bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif. 

Menurut Karim (2006), adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah : 

a. Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu untuk 

pembiayaan modal kerja ini maksimum adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan. 

b. Pembiayaan investasi syariah, yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka 

panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk 

pendirian proyek baru, rehabilitasi,modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek 

yang sudah ada. Jangka waktu pembiayaan ini maksimal 12 tahun. 

c. Pembiayaan konsumtif syariah, adalah pembiayaan yang diberikan untuk 

tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat peroraangan. 
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d. Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari 1 

(satu) lembaga keuangan bank untuk 1 obyek pembiayaan tertentu, pada 

umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang 

memiliki transaksi yang sangat besar. 

e. Pembiayaan berdasarkan take over, adalah pembiayaan yang timbul sebagai 

akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang 

dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. 

f. Pembiayaan letter of Credit (L/C), yaitu pembiayaan yang diberikan dalam 

rangka memfasilitasi transaksi impor ekspor nasabah. 

2.2.2.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan 

Menurut Muhammad (2005) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat 

mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, 

menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, 

membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan distribusi pendapatan. Sedangkan 

secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk memaksimalkan laba, 

meminimalkan risiko, mendayagunakan sumber ekonomi, dan menyalurkan 

kelebihan dana. Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan daya guna uang. 

b. Meningkatkan daya guna barang. 

c. Meningkatkan peredaran uang. 

d. Menimbulkan kegairahan usaha. 
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e. Stabilitas ekonomi, dan 

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

Menurut Muhammad (2005) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu : tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan tingkat mikro. 

Secara makro pembiayaan bertujuan  untuk : 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

mengakses ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf 

ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya : untuk pengembangan 

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh 

dari aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dan menyalurkan dana, 

sehingga dapat bermanfaat. 

c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang 

bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab 

upaya produksi tidak akan dapat jalan adanya dana. 

d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha 

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan 

mengurangi pengangguran. 

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk : 

a. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan 
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mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba 

maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu 

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam (SDA) 

dengan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya modal. Jika SDA 

dan SDM ada tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka perlu adanya 

pembiayaaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat 

meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi 

d. Penyaluran dana kelebihan, di dalam kehidupan masyarakat ini ada dua 

pihak yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, 

maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyaluran 

dana bagi pihak yag kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan 

(minus) dana. 

2.2.3. Tentang Bagi Hasil 

2.2.3.1 Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian 

Islam yakni pembagian hasil antara pemilik modal (Shohibul Mal) dan pengelola 

(Mudhorib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua 

belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil (Karim, 2006). 
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Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi 

operasional bank Islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam 

simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi 

setiap pihak. Pembagiam keuntungan dilakukan melaui tingkatan perbandingan 

rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. 

Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik 

dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan 

penabung, bank akan bertindak sebagai mudhorib “pengelola”, sedangkan 

penabung bertindak sebagai shohibul maal “penyadang dana”. Untuk menghitung 

pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank 

sebagai mudhorib, sedangkan nasabah sebagai shohibul maal dilakukan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. 

2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi 

hasil. 

3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

bagi hasil. 

4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dana nasabah 

Bentuk-bentuk pembiayaan bagi hasil dalam secara umum dapat dilakukan 

dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah dan Musaqah. 

Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada 

umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerja sama pada akad Musyarakah 

dan Mudharabah. 
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a. Musyarakah  

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, musyarakah adalah suatu kerja 

sama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau 

proyek secara bersama-sama dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang 

diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu. 

b.  Mudharabah   

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang 

memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan 

perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang 

kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 

Mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak 

sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak 

mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana 

tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam 

bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar 

memperoleh keuntungan (profit). 
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2.2.3.2 Penentuan Bagi Hasil 

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil selalu berubah tiap 

bulannya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor langsung (Direct Factor) 

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi 

hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio). 

a. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari 

total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini 

berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana 

dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana 

tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metedo rata-rata saldo 

minimum bulanan dan rata-rata saldo harian. 

c. Nisbah (profit sharing ratio) merupakan angka perbandingan (porsi) 

pembagian pendapatan antara shahibul mal dengan mudharib. 

1. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda 

2. Nisbah dapat juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya 

deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 

3. Nisbah dapat juga berbeda antara satu account dengan account lainnya 

sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 
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2. Faktor tidak langsung 

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah: 

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah 

1. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. 

Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima 

dikurangi biaya-biaya. 

2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing. 

b. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi). 

2.2.3.3 Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil 

Sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Baqarah 

ayat 275: 

َبِِّ ن اَهْمقَق الْوق اََ  ََۗذٰلِّك  باطهَْْالشايقطٰنَْمِّن َالقم س ِّ َي  ت خ  اَي  قْوقمَْالاذِّيق كَ م  َاِّلاا َي  قْوقمْوقن  ا لاذِّيقن َيَ قكْلْوقن َالر ِّبٰواَلا 

اۤء ه َج  وۗاَف م نق َْالقب  يقع َو ح رام َالر ِّب ٰ ثقلَْالر ِّبٰواَۘو ا ح لاَاللّٰ  َم اَٗ  ف  ل هَف ان قت  هٰىَٗ  راب ِّهَم ِّنقََم وقعِّظ ةَ َٗ  اِّنَّا اَالقب  يقعَْمِّ

كَ َع ادَ َو م نقََاللّٰ ََِّۗاِّل َََٓ ٗ  و ا مقرهَْس ل ف َۗ ىِٕ
ۤ
لِّدْوقنخََٰفِّي قه اَهْمقَََٓ َالناارََِّا صقحٰبََْف اوْلٰ    ٗ  

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Qs. 

Al-Baqarah (2) : 275). 

Dengan melihat ayat tersebut diatas sudah jelas bahwa Islam 

mengharapkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah bunga 
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yang sering dipratekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk 

penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai 

penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. 

Antara bunga dan bagi hasil tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi 

antara keduanya memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat 

dilihat dalam tabel di bawah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan bunga dan bagi hasil 

Hal Bunga Bagi Hasil 

Penentuan Keuntungan Pada waktu perjanjian 

dengan asumsi harus 

selalu untung 

Pada waktu akad dengan 

pedoman kemungkinn 

untung rugi 

Besarnya Prosentase Berdasarkan jumlah uang 

(modal) yag dipinjamkan 

Berdasarkan jumlah 

keuntungan usaha yang 

diperoleh 

Pembayaran Seperti yang dijanjikan 

tanpa pertimbangan 

untung rugi 

Bergantung pada 

keuntungan proyek, bila 

rugi ditanggung bersama. 

Jumlah pembayaran Tetap, tidak meningkat 

walau keuntungan 

berlipat 

Sesuai dengan 

peningkatan jumlah 

pendapatan 

Eksistensi Diragukan oleh semua 

agama 

Tidak ada yang 

meragukan keabsahannya 

Dengan melihat perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di 

perbankan syariah adalah merupakan bentuk bentuk dari investasi. Karena dalam 

investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). 
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Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung 

resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif 

pasti dan tetap, dalam hal ini juga tergantung pada besarnya modal. 

2.2.4. Pembiayaan sistem bagi hasil 

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua belah pihak yang telah terikat akad mudharabah. Nisbah keuntungan 

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara 

pembagian keuntungan. Kesepakatan pembagian keuntungan nisbah harus 

dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini juga perlu disepakati dasar bagi 

hasil yang akan digunakan. Dewan syariah Nasional dalam fatwa DSN No.15 

Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi 

hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi 

hasil. Yaya,dkk (2014) menyatakan bahwa syarat pembagian keuntungan dalam 

pembiayaan mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut :  

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan 

hanya untuk satu pihak. 

2. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat 

proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (nisbah) dari 

keuntungan sesuai kesepakatan. 
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2.2.5. Akad Musyarakah 

2.2.5.1 Pengertian Musyarakah 

Musyarakah istilah lainnya yaitu syirkah. Syirkah secara bahasa yaitu al-

ikhtilah (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara 

masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. 

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK NO.106 mendefinisikan 

musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk sutau 

usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi bedasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribsi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas 

yang diperkenankan oleh syariah. Para mitra bersama-sama menyediakan dana 

untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam akad musyarakah, baik usaha yang 

sudah berjalan maupun baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan 

dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau 

sekaligus kepada mitra lain. Investasi yang diserahkan oleh para mitra dapat 

diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas. 

2.2.5.2 Dasar Hukum Musyarakah 

1. Al-Qur’an 

Konsep musyarakah dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk 

kerjsama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini dikembangkan 

dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari akad 

musyarakah yaitu: 
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َ َع لَىَب  عقضَ  َب  عقضْهْمقَ َل ي  بقغِّيقَ
لْ ط اۤءَِّ َالْق راًَم ِّنَ  ثِّي ق َك  ََٓۗو اِّناَ َ  ٗ ه َاِّلَٰنِّع اجِّ َن  عقج تِّك  َبِّسْؤ الَِّ َظ ل م ك  َل ق دق قال 

لْواَاٰم نْ وقاَالاذِّيقنَ َاِّلااَ ت  غقف رَ َف  ت  نٰ هََْا نَّا اَدَْٗ  د اوَو ظ نآََََۗهْمقََمااَو ق لِّيقلَ َالصٰ لِّحٰتََِّو ع مِّ َر اكِّعًاَو خ راََٗ  ر باهَف اسق

ٗ  ۩َواا نا بَ   

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. 

Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan 

hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami 

mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur 

sujud dan bertobat.” (Qs. Shad,38 : 24) 

2. Hadist 

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah: 

َ ع نقَ َق ال  َر ف  ع هْ َهْر ي قر ة  َخ ان هَْ»َأ بِِّ َف إِّذ ا ب هْ َأ ح دْهُْ اَص احِّ َلم قَيَ ْنق َم ا ِّ لِّثَْالشارِّيك ينق َثَ  َأ نا  َاللّا َي  قْولْ إِّنا
اَ َب  يقنِّهِّم  تَْمِّنق  «.خ ر جق

Dari Abu Hurairah, dia memarfu’kan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah 

berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 

satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka 

Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR Abu Daud, 3385). 

 

Hadis riwayat imam nasa’i dari Abdullah bin mas’ud: 

يرَ  َف ج اء َس عقد َبِِّ سِّ ر َق ال  يبَْي  وقم َب دق َو س عقد َفِّيم اَنْصِّ َو ع ماار  تَْأ نا  ت  ر كق َاشق يقنَِّو لم قَع بقدَِّاللّاَِّبنَمسعودَق ال 
ء . َبِّش ىق َو ع ماار  َأ نا  ئق  أ جِّ

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: aku berserikat dengan Ammar bin 

Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqqash terhadap apa yang kami peroleh pada perang 

Badar, lalu Sa’ad membawa dua tawanan sedangkan aku dan Ammar tidak 

membawa apa-apa. (HR  Abu daud, 3390) 
 

2.2.5.3 Rukun dan Ketentuan Musyarakah. 

Prinsip dasar yang dikembangkan alam syirkah adalah prinsip kemitraan 

dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. 

Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada empat, yaitu: 

1. Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig. 
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2. Objek musyarakah merupakan suatau konsekuensi dengan dilakukannya 

akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja. 

3. Ijab Kabul adalah pernyataan  

a. Modal 

- Modal yang diberikan harus tunai 

- Modal yang disrahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset 

perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan 

sebagainya. 

- Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus 

ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. 

- Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. 

- Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset 

kemitraan. 

- Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, 

menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah 

menyepakatinya. 

- Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 

modal itu untuk kepentingan sendiri. 

- Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, 

seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena 

musyarakah didasarkan pada prinsip al ghunmu bi al ghurmi hak untuk 

mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko jaminan dan baru dapat 
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dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang 

disengaja. 

- Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek 

atau investasi yang dilarang oleh syariah. 

b. Kerja 

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 

musyarakah. 

- Tidak dibenarkan bial salah seorang di anataranya menyatakan tidak ikut 

serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. 

- Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus 

sama, mitra yang porsinya kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian 

keuntungan yang lebih besar. 

- Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. 

- Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dnegan syariah. 

- Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang 

mereka sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani 

pekerjaan tersebut. 

- Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas 

yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri. 

4. Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-

pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui 

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
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5. Nisbah 

a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntugan dan harus disepakati oleh 

para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra 

dapat dihilangkan. 

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

c. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan 

keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. 

d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan 

tetapi harus mengguanakan nilai realisasi keuntungan. 

e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan 

menyatakan niali nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan 

dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama 

risiko. 

f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan 

mengalokasikan keutungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya 

untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan. 

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan 

porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan 

dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan 

keuntungan pada masa-masa berikutnya. Nilai modal musyarakah tetap sebesar 

jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau 

kerugian. Akad musyarakah akan berakhir, jika: 

1. Salah seorang mitra menghentikan akad. 
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2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. 

3. Modal musyarakah hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari 

kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal 

maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir. 

Alur Prosedur akad musyarakah, yaitu: 

Tabel 2.3 

Prosedur Akad Musyarakah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.4 Jenis-jenis Musyarakah 

Akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 

syirkah al-milk dan al-‘uqud. 

1. Syirkah Al-Milk mengandung arti kepemilikan bersam yang 

keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh 

kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. 

Bank Syariah 
(Mitra Pasif) 

1. Negosiasi dan 

akad musyarakah 

Nasabah 
(Mitra aktif) 

4b. Menerima 

porsi laba 
4a. Menerima porsi 
laba 
5. Menerima 
kembalian modal 

2. Pelaksanaan Usaha 

produktif 

3. Membagi hasil usaha 

 Keuntungan dibagi sesuai nisbah 

 Kerugian tanpa kelalaian nasabah 

ditanggung sesuai modal 
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2. Syirkah Al-‘uqud yaitu kemitraan yang tercipta dnegan kesepakatan dua 

orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. 

Syirkah Al-‘uqud dibedakan menjadi: 

a. Syirkah Abdan (Syirkah fisik) adalah bentuk kerja sama anatar dua pihak 

atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untk 

bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi pengahsilan yang 

diterima. 

b. Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing 

pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan 

usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra 

menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa 

menyetorkan modal. 

c. Syirkah’Inan adalah bentuk bentuk kerjasama di mana posisi dan 

komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sam, baik dalam 

hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda 

dalam pengelolaan usaha. 

d. Syirkah Mufawadah adalah bentuk kerja ssama di mana posisi dan 

komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam 

hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. 

Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi 

dan atas nama pihak yang lain. 
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Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akad 

musyarakah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu musyarakah permanen dan 

musyarakah menurun. 

1. Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana 

setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa 

akad (PSAK No.106). 

2. Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanakisah adalah musyarakah 

dengan ketentuan bagian dana salah satu mita akan dialihkan secara 

bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan 

pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh 

musyarakah. 

2.2.6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

2.2.6.1 Pengertian 

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa 

definisi UMKM adalah sebagai berikut : 

1. Usaha Mikro 

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik 

perorangan yang memenuhi kriteria yakni : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 ( tiga 

puluh juta rupiah) 
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2. Usaha Kecil 

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimilki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.00 ( lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan temapat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah 

Usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsungg dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 ( 

lima puluh milyar rupiah). 
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Menurut Bandan Pusat Statistikk (BPS) memberikan definisi UMKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki 

jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah 

merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 

orang. 

2.2.6.2 Kriteria UMKM 

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa 

kriteria usaha kecil : 

a. Jenis barang dan komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak 

gampang berubah 

b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah 

c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih 

sederhana, dan keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan 

keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. 

d. Sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk 

NPWP 

e. Sumber daya manusia (pengusaha) memliki pengalaman dalam 

berwirausaha 

f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. 

g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik 

seperti bisnis plan. 

 



41 
 

 
 

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa 

kriteria usaha menengah yaitu : 

a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, 

lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang sudah 

jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan juga bagian 

produksi. 

b. Melakukan manajemen keuangan dengan menerpakan sistem akuntansi 

dengan teratur, sehingga memudahkan auditing dan penilaian atau 

pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 

c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah 

ada jamsostek dan pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. 

d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain: ijin dari tetangga, 

ijin usaha, ijin tempat, NPWP, dan upaya peneglolaan lingkungan dan 

lain-lain. 

e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. 

f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia terlatih. 
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2.3. Kerangka Berfikir 

Untuk mempermudah kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk 

memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini maka berikut gambar kerangka 

berpikir tersebut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBIYAAN SISTEM BAGI HASIL LEMBAGA 

KEUANGAN SYARIAH 

Pembiayaan sistem bagi hasil 

musyarakah 

Kesimpulan 

Mekanisme pembiayaan 

Laporan laba rugi, Laporan 

perubahan Modal, Neraca 

Mendeskripsikan dan 

menganalisis 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa langkah awal dalam penelitian ini adalah 

Mencari data tentang pembiayaan sistem bagi hasil musyarakah oleh BMT 

Beringharjo bagi UMKM seperti mekanisme pembiyaan musyarakah, data-data 

mengenai laporan keuangan untuk megetahui nisbah dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Setelah peneliti mendapatkan data maka langkah 

selanjutnya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pembiayaan sistem bagi hasil 

di BMT Beringharjo dan menarik sebuah kesimpulan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang tentang apa ayang 

dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain. Secara holistik, dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan 

memanfaatkan berbagi metode alamiah. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran 

secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan 

antar fenomena yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti mencoba 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pembiayaan 

sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah pada BMT Beringharjo terhadap 

UMKM di Kabupaten Magetan.  

3.2. Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian diambil dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah 

yang ada di Kabupaten Magetan yaitu BMT Beringharjo yang berlokasi di Jl. 

Kunthi No.12, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan. Penentuan 

obyek ini berdasarkan pertimbangan bahwa BMT Beringharjo merupakan 

lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki pertumbahan aset yang cukup 

besar dan memiliki beberapa cabang. Serta dipandang mampu memberikan 

informasi dan kebutuhan data-data yang diteliti terkait pembiayaan sistem bagi 

hasil pada BMT Beringharjo. 

3.3. Subyek Penelitan dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah BMT Beringharjo Kabupaten Magetan dan 

pelaku UMKM yang ada di kabupaten Magetan. Obyek penelitian ini adalah 

pembiayaan sistem bagi hasil terhadap UMKM  pada BMT Beringharjo. 
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3.4. Data dan Jenis Data 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Data kualitatif yaitu data yang digunakan melalui keterangan-keterangan 

secara tertulis seperti: sejarah berdirinya BMT, struktur organisasi dan 

pembagian tugasnya. 

b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan UMKM 

yang terdiri laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. 

3.4.2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi 

sebagai berikut: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

informan. Menurt Azwar (2007) data primer adalah berupa sember data yang 

diperolwh dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data yang 

diperoleh dalam hasil wawancara maupun observasi sehingga datanya lebih 

akurat.adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pengurus 

BMT Beringharjo mengenai pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan 

syariah di BMT Beringharjo. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen. Menurut 

Azwar (2007) data sekunder merupakan berupa pendukung dari data primer 

seperti dari literature, buku atau studi pustaka, formulir permohonan 

pembiayaan, gambar atau foto, dan lain-lain. Data ini diperoleh peneliti 

langsung dari pihak  yang berkaitan, berupa data dari BMT Beringharjo serta 

sebagai literatur yang relevan dalam penelitian. Data sekunder yang 

didapatkan oleh peneliti adalah contoh alur proses pembiayaan bagi hasil, 

kasus pembiayaan bagi hasil, sistem perhitungan bagi hasil dan lainnya yang 

berhubungan dalam pembiayaan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan 

syariah di BMT Beringharjo. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh suatu data dan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara secara tidak 

terstruktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan 

wawancara terstruktur dan tujuan dari wawancara jenis in untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak bicara dimintai 

pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2008). 

Wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan 

pengurus BMT Beringharjo yaitu bapak Prianda selaku manajer dan mbak Puput 

selaku accounting untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan, dan juga 

kepada pelaku UMKM yaitu ibu Daris yang mempunyai usaha konveksi dan 

melakukan pembiayaan sistem bagi hasil di BMT Beringharjo. 

2. Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan secara langsung di lapangan untuk 

mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi perusahaan, struktur 

organisasi, aktivitas perusahaan, dan sejarah perusahaan. Dalam menjalankan 

teknik observasi, peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari di 

BMT Beringharjo. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku literatur maupun 

dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

baik dalam bentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. 

Dokumen yang berbetuk gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Penulis 

akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bukti laporan penelitian 

yang berisi data-data dari BMT Beringharjo. Teknik pengumpulan dengan 
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dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

3.6. Analisis Data 

Langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah pengelohan dan 

analisa data. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengelola data 

primer dan data sekunder yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan 

akhir penelitian.  

Menurut Sugiyono (2009), analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat yang bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. Pada saat wawancara 

berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari 

narasumber, apabila jawaban dari narasumber dirasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi kepada narasumber sampai pada tahap 

tertentu sehingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman 

dalam Sugiyono (2009), menjelaskan aktivitas analisis data pada penelitian 

kualitatif dilakukan dengan cara interaksi yang aktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai memperoleh data yang sudah cukup jenuh. Dalam melakukan 

analisis data, penulis melakukan beberapa tahap sesuai dengan aktivitas analisis 

data menurut Miles and Huberman yaitu melalui tahap  reduksi data (data 

reduction), selanjutnya penyajian data (data display), dan tahap yang terakhir 

adalah kesimpulan (conclusion drawing/verification). Adapun penjelasan 

mengenai tahapan pada aktivitas analisis data adalah sebagai berikut (Sugiyono, 

2009): 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih dan memfokuskan pada 

hal-hal yang pokok dan dianggap penting dengan mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan menghasilkan suatu gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti pada saat melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Pada penelitian ini, penulis akan merangkum, memilih, dan 

memfokuskan pada data pembiayaan sistem bagi hasil terhadap UMKM di BMT 

Beringharjo. 
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2. Penyajian data (data display) 

Setelah melalui tahap reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian 

data (data display), dapat dilakukan dengan cara menyajikan data pembiayaan 

bagi hasil berbagai bentuk, seperti bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Penyajian 

data dengan cara tersebut dapat memudahan pemahaman peniliti sekaligus 

pembaca dalam menganalisis dan mencermati pembiayaan sistem bagi hasil 

terhadap pelaku UMKM.   

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Tahap ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulani. 

Kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan cara concluding. Concluding adalah 

pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa 

untuk memperoleh jawaban kepada pembaca. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil Beringharjo 

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga keuangan yang 

berlandasan syariah yang peran dan fungsi Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai 

posisi yang strategi di tengah sistem perbankan konvensional yang syarat dengan 

riba. Hal ini disebabkn BMT menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu satu sisi 

mengembangkan aspek sosial (Baitul Maal), dan disisi lain mengembangkan 

aspek bisnis (Baitul Tamwil), dimana di dalam menjalankan kedua fungsi tersebut 

dilandaskan sistem syariah Islam. 

Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo merupakan Salah satu BMT yang 

menghimpun dana Baitul Tamwil baik zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf untuk 

digunakan bagi pemberdayaan umat, khususnya untuk kaum dhuafa. BMT 

Beringharjo memiliki beberapa program unggulan baik yang bersifat Charity 

maupun pemberdayaan. Diantara program yang bersifat charity adalah tebar 

senyum berbagi sesama, beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, klinik sehat 

Muttaqin dan lain sebagainya. Sedangkan program unggulan BMT Beringharjo 

dalam pemberdayaan masyarakat adalah Sahabat Ikhtiar Mandiri (SIM ) dan Bina 

Mitra (Binar). 

Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo bermula dari digelarnya 

Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan 
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Ekonomi Syariah di BPS Amanah Ummah di Leuwiliang Bogor, Jawa Barat pada 

tanggal 1-5 September 1994. Hasil dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 

1994 di Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal 

terbentuknya Forum Ekonomi Syariah (FES) dmana kedua diklat tersebut 

diprakarsai oleh Dompet Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank 

Perpembiayaan dan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Ketiga 

diklat tersebut beberapa peserta kemudain ikut magang dan diberi kesempatan 

untuk menderikan BMT dan dimodali oleh Dompet Dhuafa Republika. 

Dra. Mursida rambe dan Ninawati, SH adalah dua orang peserta yang 

mengikuti ketiga diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka 

kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia dibilangan 

Bantul, Yogyakarta. Selepas magang kedua orang aktivitis ini mulai melakukan 

survey pasar, lokasi, lobby-lobby dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT 

yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta. 

Keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan disupport oleh Dompet Dhuafa 

Republika, berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. 

Bermodal niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan 

semangat yang oantang menyerah, akhirnya Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, 

SH berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 31 desember 1994 di 

serambi masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 

1000.000,- (satu juta rupiah). Keduanya mulai membangun BMT Beringharjo 

dengan keikhlaskan dan keterbatasan. Mereka sadar bahwa membangun 

kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap 
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bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT di 

hati masyarakat. 

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin dikatakan serba 

darurat. Untuk keperluan administrasi kantor, mereka harus meminjam mesin 

ketik seorang teman kos selama satu tahun. Tidak hanya sekedar meminjam  

mesin ketik, meja dan kursi pun mereka pinjam dari ruangan takmir Masjid 

Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada 

bulan ketiga pendirian BMT, mereka sempat kaget karena merk mendapatkan 

honor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka jika 

akhirnya mereka mendapat honor, sesutau yang sebelumnya tidak pernah mereka 

pikirkan. 

BMT Beringharjo secara informal didirikan pada 31 Desember 1994 dan 

secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada 

tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi 

(Menristek) pada waktu itu yaitu Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habbie. Kantor 

pertama BMT Beringharjo bearada di peralataran Masjid Muttaqien Pasar 

Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa 

Beringharjo memiliki badan hukum koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-

12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan Dompet Dhuafa Republika 

terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya Memorandum of Understanding 

kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Pada saat itu Dompet Dhuafa Republika 

menyertakan modalnya pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo. 
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Dukungan dana dari Dompet Dhuafa Republika membuat perkembangan 

BMT Beringharjo semakin baik. BMT Beringharjo memiliki kantor kedua yang 

terletak di jalan kauman Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan aset 

per Maret pada tahun 2016 yang mencapai 110 milyar rupiah. 

Dipilihnya brandmark Bina Dhuafa sebagai implementasi kegelisahan 

yang sangat tinggi para pendirinya untuk bisa bertindak nyata meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang seringkali dimanfaatkan oleh para 

tengkulak dan para pemodal dengan jalan yang tidak benar. Sektor ekonomi kelas 

bawah ini sering kali dilupakan dan tidak dianggap oleh bank-bank umum dan 

konvensional. 

Kalaupun akhirnya dipegang oleh bank-bank umum yang ada, umumnya 

para pelaku pasar di sektor ekonomi lemah ini seringklai terbentur oleh peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh bank. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

bank tersebut ternyata lebih banyak merugikan kelas bawah. Dengan 

diterapkannya bunga yang sangat tinggi tanapa mau peduli apakah usaha 

seseorang berjalan atau tidak, tentu akan semakin meberatkan masyarakat dan itu 

ibarat “gali lubang tutup lubang”. 

Oleh karena itu, komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan 

dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain sebagai alternatif mitra 

kerja dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman 

rohani kepada segenap  ataupun nasabah hingga para pedagang kecil diharapkan 

mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat. 
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4.1.2. Visi dan Misi BMT Beringharjo 

Suatu organisasi menjalankan usaha atau kegiatannya mempunyai tujuan 

yang jelas, maka segala aktivitas yang baik dapat diarahkan untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Dengan adanya tujuan tersebut, 

maka dapat dinilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan atau 

belum. Berdasarkan waktu pencapaiaannya BMT Beringharjo mempunyai: 

Visi 

Baitul Maal Wat Tamwil  Terkemuka Mitra Bisnis Terpecaya Berbasis Syariah. 

Misi 

1. Community Services (Pelayanan terbaik untuk nasabah). 

2. Community Development (Pemberdayaan Berkelanjutan untuk nasabah) 

3. Community Relation ( Relasi yang memebrikan banyak manfaat untuk 

nasabah). 

4.1.3. Struktur organisasi BMT Beringharjo 

 Struktur organisasi BMT Beringharjo disusun berdasarkan fumgsi. 

Struktur organsasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan fungsi-fungsi, bagian 

bagian atau jabatan dan menunjukkan garis komando dan susunan komunikasi 

yang resmi termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab. Adapun struktur 

organisasi BMT Beringharjo adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BMT Beringharjo 
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4.1.4. Susunan Pengawas dan pengurus BMT Beringharjo 

1. Pengawas Syariah   : Prof. Dr. Muhamad, M.Ag. 

2. Pengawas Manajemen  : - Drs. H,. Syafaruddinnn Alwi, MS 

- Drs. Erie Sudewo, MDM 

3. Pengurus    

a. Ketua   : Dra. Mursida Rambe 

b. Sekretaris  : Ninawati,SH. 

c. Bendahara  : Moh. Affan Hamdani, SE.  

d. Anggota  : Rury Febrianto, SE. MM. 

Dari susunan pengawas hingga pengurus seperti yang telah dicatumkan di 

atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki peranan paling tinggi adalah ketua 

pengurus yang dijabat oleh Ibu Dra. Mursida Rambe dan di dampingi oleh staf-

stafnya serta pihak-pihak lain yang bertugas untuk mengawasi kinerja dan 

berjalannya usaha BMT Beringharjo. 

4.1.5. Kegiatan Operasional BMT Beringharjo 

Baitul Maal wat Tamwil merupakan sistem simpan pinjam dengan pola 

syariah. Dalam BMT tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggankan 

imbalan bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah atau imbalan laba untuk 

murabahah dan bai’ bitsamanil ajil (BBA). Sistem BMT ini adalah konsep 

muamalah syariah, adapun produk BMT Beringharjo adalah sebagai berikut: 
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a. Produk simpanan 

1. Produk Mudharabah Berjangka 

 Simpanana ini layaknya deposito yang tidak diambil sewaktu-waktu sesuai 

dengan akad yang telah ditentukan di awal, yakni periode 3 bulan, 6 bulan, dan 12 

bulan. Dengan proporsi bagi hasil sebagai berikut: 

 MDA jangka 3 bulan : nisbah 30% 

 MDA jangka 6 bulan: nisbah 35% 

 MDA jangka 12 bulan : nisbah 40% 

2. Simpanan Mudharabah Biasa 

- Simpanan Qurban 

 Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk qurban. Nisbah bagi hasil 

sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pendapatan bMT Beringharjo. 

- Simpanan Haji 

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk menunaikan ibadah haji. 

Nisbah bagi hasil sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT 

Beringharjo. 

- Simpanan Pendidikan 

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk pendidikan. Nisbah bagi 

hasil sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT Beringharjo. 

- Simpanan Walimahan 

Simpanan yang enarikannya diaqadkan untuk walomah (pernikahan). 

Nisbah bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT 

Beringharjo. 
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b. Produk pembiayaan 

1. Musyarakah 

Musyarakah atau syirkah berarti kerjasama antara BMT Beringharjo 

sebagai pemodal dengan nasabah sebagai pengelola, dimana BMT Beringharjo 

menyertakan modalnya pada usaha milik nasabah. Antara BMT Beringharjo dan 

nasabah sama-sama mempunyai modal. Pembagian hasilnya ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk kerjasama ini jangka waktu paling lama 

adalah 2 tahun dengan pengembalian modal diangsur setiap bulan. 

2. Mudharabah  

Mudharabah berarti kerjasama anatara pihak BMT Beringharjo dengan 

nasabah. Pihak BMT Beringharjo memberiakan modal kepada nasabah sebagai 

pengelola usaha. Keseluruhannya modalnya dari BMT Beringharjo, nasabah 

hanya bermodal skill atau keahlian. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama. Biasanya untuk nisbah atau bagi hasil proporsi untuk BMT 

Beringharjo lebih besar. Jangka waktu paling lama 1 tahun. 

3. Murabahah 

Murabahah yaitu akad jual beli antara BMT Beringharjo dengan nasabah. 

BMT Beringharjo menyediakana barang-barang kebutuhan ansabah yaitu berupa 

barang-barang investasi usaha, elektronik, maupun barang kebutuhan lain dengan 

pembayaran angsuran harian, mingguan atau bulanan. Jangka waktu paling lama 

adalah 2 tahun. 
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4. Bai’u Takjiri (BAT) 

Bai’u takjiri yaitu akad sewa beli atau dalam istilah asingnya Leasing 

antara BMT Beringharjo dengan nasabah, dimana BMT Beringharjo menyewakan 

baarang atau ajsa kepada nasabah dengan pembayaran sewa secara tempo atau 

angsuran. Selama pembayaran sewanya belum selesai, maka status barang masih 

milik BMT beringharjo dan setelah pembayaran selesai atau lunas, maka secara 

otomatis barang sudah menjadi milik penyewa. 

5. Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

6. Ijarah Muntahia Bi Tamlik (IMBT)  

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah 

sewa dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

7. Qordul Hasan 

Qordul Hasan yaitu akad pembayaran yang bersifat sosial artinya jika 

realisasi pembiayaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pengembaliannya 

juga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran sesuai 

kemampuan. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup untuk membayar angsuran 

karena tidak mapu maka dana tersebut menjadi hak mereka. Pembiayaan ini 

diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kriterian asnaf yaitu: fakir 

miskin, ghorim dan fisabilillah. 
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4.1.6. Hasil Wawancara 

1. Penerapan Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah di BMT 

Beringharjo. 

BMT Beringharjo menyediakan fasilitas pembiayaan musyarakah bagi 

para usaha yang memerlukan tambahan modal. Untuk memperoleh pembiayaan 

musyarakah tersebut, terdapat prosedur yang mengatur agar pembiayaan 

musyarakah dapat terlaksana dengan lancar. Prosedur sistem bagi hasil di BMT 

Beringharjo berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Prianda selaku Manajer pada 28 Juli 2018 adalah sebagai berikut: 

“Biasanya para pedagang datang ke BMT Beringharjo bercerita tentang 

usahanya  yang  kekurangan modal, dari situ kita memberikan solusi atas 

usaha mereka yang kekurangan  modal dengan pembiayaan musyarakah. 

Namun tidak semua usaha diberikan pembiayaan musyarakah untuk 

menambah modal. Ada beberapa syarat usaha yang diberikan modal oleh 

BMT Beringharjo seperti usaha yang dilarang mengajukan pembiayan 

yaitu penjualan togel, usaha sambung ayam, peternakan babi, salon yang 

memperkerjakan waria (banci),dan lainnya, usaha yang dijalan sudah 

berjalan minimal 4 bulan, karena dengan 4 bulan cukup untuk diketahui 

bagaimana usaha tersebut berjalan. Jika para pedagang tertarik dengan 

pembiayaan musyarakah dan memenuhi persyaratan usaha, maka pihak 

kami akan menanyakan apakah nasabah sudah memiliki rekening BMT 

Beringharjo. Jika ternyata nasabah belum memiliki rekening, maka 

nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan. Setelah resmi 

jadi nasabah BMT Beringharjo, nasabah akan mendapatkan nomor dan 

dan buku rekening tabungan. Setelah itu barulah permohonan pembiayaan 

musyarakah.” 

 

Pada setiap pengajuan pembiayaan di BMT Beringharjo setiap nasabah 

diwajibkan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Syarat-syarat untuk 

mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo adalah sebagai berikut: 

1. Foto copy identitas diri suami dan istri/wali (KTP/SIM/Paspor,dll) 

2. Foto copy buku nikah 
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3. Foto copy Kartu Keluarga 

4. Foto copy Jaminan 

5. Surat pernyataan dari pemilik barang jaminan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Prianda pada tanggal 

28 Juli 2018, mengenai barang jaminan yang diterapkan oleh BMT Beringharjo 

sebagai berikut: 

“Jaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan, 

setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo haruslah 

memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu maka setiap 

pembiayaan yang diberikan kepada nasabh mendapatkan syarat jaminan, 

termasuk pembiayaan musyarakah.” 

 

Meskipun jaminan hanya sebagai syarat tambahan, namun syarat ini juga 

menentukan apakah pembiayaan musyarakah dapat dilanjutkan atau dibatalkan. 

Alasan pihak BMT Beringharjo meminta jaminan adalah karena pada zaman 

sekarang, moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan. Alasan lainnya agar 

nasabah memilik tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diajukannya. 

Dengan adanya jaminan maka nasabah diharapkan tidak main-main dalam 

menjalan usahanya. 

Kemudian peneliti bertanya mengenai syarat dan ketentuan dana yang 

diajukan dalam pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo, yaitu: 

“Kita juga mempertimbangkan jumlah biaya yang diajukan nasabah 

dalam pembiayaan musyarakah. Jumlah pembiayaan yang akan diterima  

yaitu tidak melebihi dari modal yang dimiliki oleh nasabah. Tidak hanya 

jumlah pembiayaan namun jangka waktu pembiayaan yang diajukan pada 

BMT Beringharjo, maksimal 24 bulan (2 tahun).” 
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BMT Beringharjo memiliki kebijakan dalam penerapan akad musyarakah 

yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Kebijakannya 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, Kedua pihak sepakat dan saling mengikat diri satu terhadap yang 

lain, bahwa untuk membiayai dan menjalankan  usaha bersama sesuai dengan 

permohonan yang diajukan  oleh pihak kedua (Nasabah) kepada pihak pertama 

(BMT Beringharjo). 

Kedua, Pihak pertama dan kedua sepakat nisbah bagi hasil dan angsuran 

sebagai berikut: Angsuran = Angsuran pokok + Pembayaran bagi hasil 

Bagi hasil = Prosentase Modal BMT x Pendapatan usaha x Nisbah Bagi Hasil 

Ketiga, pihak kedua berkewajiban mengembalikan modal kepada pihak 

pertama dengan cara angsuran dalam jangka waktu pembiayaan yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian maksimal 24 bulan (2 tahun). Hal jatuh tempo 

pembayaran pembiayaan jatuh bertepatan hari kerja pihak pertama (BMT 

Beringharjo). Jika tanggal jatuh tempo pembayaran adalah hari libur maka 

pembayaran angsuran dibayarakan pada hari kerja sebelumnya. 

Keempat, Selama kewajiban pihak kedua (nasabah) kepada pihak pertama 

(BMT Beringharjo) berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas. Maka 

pihak kedua menjamin dan sepakat bahwa semua keterangan yang diberikan pihak 

kedua (nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo) dalam akad ini secara 

material adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan 

tidak benar yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama maka akad ini batal 

dengan sendirinya demi hukum dan pihak kedua (nasabah) secara ikhlas dan 

bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku. 
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Kelima, Pihak kedua menjamin dan melindungi dan mnegganti rugi 

apabila pihak pertama mengeuarkan biaya-biaya diluar dari biaya-biaya yang telah 

diperjanjikan. Dan menjamin tertibnya pembayaran kembali pelunasan 

pembiayaan dan keuntungan tepat pada watu yang telah disepakati para pihak 

berdasarkan akad pembiayaan musyarakah ini. Maka pihak kedua berjanji dan 

dnegan ini mengikata diri untuk menyearahkan jaminan dan membuat 

pengikaatan jaminan kepada pihak pertaam (BMT beringaharjo) sesuai denan 

peraturan undang-undang yang berlaku yang merupakan bagaian yang tidak 

terpisahkan dalam akad musyarakah ini. 

Keenam, segala risiko yang disebabkan karena penyimpangan akad dan 

atau kelalaian pihak kedua (nasabah) maka akan ditanggung sepenuhnya oleh 

pihak kedua (nasabah). Pihak pertama (BMT Beringharjo) hanya akan 

memberikan kelonggaran waktu pembayaran. 

Ketujuh, Apabila pihak kedua (nasabah) lalai dalam melakukan 

pembayaran sehingga pihak pertama (BMT Beringharjo) harus mengadakan 

penagihan maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua 

(Nasabah). Dan Jika terjadi kemunduran pembayaran angsuran atau terjadi 

penyimpangan perjanjian maka pihak pertama (BMT Bringharjo) akan mengambil 

alih barang yang menjadi obyek akad dan atau barang jaminan untuk ditaksir 

menurut harga umum dan dijual. Selanjutnya hasil penjualan akan di guanakan 

untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran. Apabila ada kelebihan dari 

penjualan tersebut maka akan dikembalikan kepada pihak kedua (nasabah) sterlah 

dikurang biaya administrasi. Namun jika terjadi kekurangan dalam menutupi 
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pembayaran, maka pihak kedua (nasabah) akan ikhlas dan bertanggung jawab 

untuk menutupi kekurangan yang ada. 

Kedelapan, Barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/ barang 

modal kerja yang dibiayai dengan modal dari pihak pertama (BMT Beringharjo) 

adalah tetap menjadi hak milik pihak pertama (BMT Beringharjo). 

Kesembilan, untuk menjamin kelancaran pembiayaan musyarakah ini 

maka pihak pertama (BMT Beringharjo) akan mengadakan pengawasan dan atau 

pemeriksaan terhadap usaha pihak kedua (nasabah) dan sewaktu-waktu pihak 

kedua (nasabah) akan dimintai keterangan tentang keadaan usaha, apabila terjadi 

perselisihan antara pihak dikemudian hari dan dengan cara musyawarah mufakat 

tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka para pihak telah sepakat 

untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui pengadialna Agama dan 

segala biaya yang muncul akibat dan proses tersebut ditanggung pihak kedua. 

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT 

beringharjo meliputi proses sebagai berikut: 

1. Pengajuan pembiayaan musyarakah nasabah harus mengisi formulir 

permohonan pembiayaan.  

2. Nasabah harus melengkapi syarat-syarat dan ketentuan pengajuan 

pembiayaan musyarakah. 

3. Formulir pengajuan pembiayaan yang telah diisi kemudian akan dibahas 

oleh manajer untuk diproses dan dianalisis. 
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4. Untuk memastikan data yang diberikan nasabah pada saat akad sesuai 

dengan fakta yang terdapat dilapangan, maka pihak BMT Beringharjo 

melakukan survey untuk melihat kelayakan usaha nasabah.  

5. Setelah survei selanjutnya pihak BMT Beringharjo melakukan analisis 

yaitu dengan menghitung pendapatan dikurangi dengan beban lalu 

mengahasilkan pendapatan bersih. 30% dari pendapatan bersih tersebut 

merupakan kemapuan nasabah untuk melakukan angsuran kepada BMT 

Beringharjo. 

6. Analisa kelayakan usaha akan menjadi keputusan untuk pengajuan 

pembiayaan musyarakah. Jika hasil survey dan analisa kelayakan usaha 

bagus dan mampu, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika 

hasilnya buruk maka BMT Beringharjo akan menolak pembiayaan 

musyarakah tersebut. 

7. Jika pembiayaan disetujui/acc maka segera dilakukan pembuatan akad dan 

pencairan dana. 

Setelah melakukan pencairan dana pembiayaan musyarakah, BMT 

Beringharjo akan melakukan monitoring pada setiap nasabahnya. Biasanya 

monitoring tersebut dilakukan setelah tiga bulan akad berjalan dan monitoring 

akan dilaksanakan tiga bulan sekali. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Prianda selaku manajer 

BMT Beringharjo pada tanggal 28 Juli 2018, mengenai monitoring yang 

dilakukan kepada nasabah setelah pencairan dana sebagai berikut: 

“Cakupan yang dilihat dari monitoring yaitu pada pendapatan nasabah, jika 

pendapatan nasabah semakin tinggi maka usaha nasabah tersebut semakin 
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maju, selain itu jika nasabah tersebut seorang pedagang maka BMT akan 

melihat dari barang dagangannya., apakah barang dagangannya semakin 

banyak atau tidak. Jika barang dagangan nasabah semakin banyak, hal 

tersebut menandakan bahwa usaha yang dikelola nasabah semakin maju. 

Selain itu, BMT juga memonitoring dari segi angsuran yaitu dengan melihat 

apakah nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran tepat pada 

waktunya atau tidak.” 

 

BMT Beringharjo akan memberikan toleransi atas keterlambatan pembayaran 

angsuran kepada nasabah selama dua bulan, jika setelah bulan ketiga nasabah 

belum melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT Beringharjo akan 

mengkonfirmasi kepada nasabah apakah nasabah masih mampu untuk 

pembayaran angsuran atau tidak. Jika tidak maka barang jaminan yang 

dijaminkan untuk pembiayaan musyarakah akan dilelang oleh BMT Beringharjo.  

2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah oleh BMT 

Beringharjo bagi UMKM 

Hasil wawancara dengan Mbak Puput selaku accouting BMT Beringharjo 

pada tanggal 28 Juli 2018 adalah sebagai berikut: 

“Langkah awal pembahasan bagi hasil adalah pihak kami akan 

menanyakan tentang pendapatan bersih per bulan dari nasabah. Hal ini 

penting karena pendapatan adalah acuan dalam menetapkan nisbah yang 

nantinya akan dibagikan antara BMT Beringharjo dan nasabah. 

Selanjutnya jika nasabah tidak setuju dengan nisbah yang sudah 

ditentukan dari hasil proyeksi pendapatan, maka terjadi tawar menawar 

mengenai berapa nisbah bagi hasil yang nantinya akan diterima kedua 

pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada.” 

 

Perhitungan bagi hasil musyarakah dibuat dengan membuat proyeksi hasil 

berdasarkan hasil usaha nasabah yang sudah berjalan selama ini. Beberapa hal 

penting yang menjadi unsur pokok dalam perhitungan bagi hasil antara lain modal 

anggota, modal BMT (pembiayaan BMT), standar keuntungan yang diharapkan 
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BMT dan keuntungan bersih dari usaha yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut 

menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil yang akan dibuat. 

Contoh Kasus: 

Ibu Hari adalah salah satu nasabah BMT Beringharjo yang memiliki usaha 

katering. Ibu Hari ingin mengembangkan usaha kateringnya, memerlukan dana 

sebesar Rp. 10.000.000,-. Ibu Hari hanya memiliki dana sebesar Rp. 6.000.000,-, 

akhirnya ia mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo sebesar 

Rp.4.000.000,-. Pembiayaan tersebut diangsur selama 8 bulan. Dari laporan 

keuangan usaha tersebut diperoleh data-data keuangan sebagai berikut: 

- Modal anggota  : Rp. 6.000.000,- 

- Modal BMT Beringharjo : Rp. 4.000.000,- 

- Total Modal  : Rp. 10.000.000,- 

Pendapatan :  = Rp. 6.000.000 / 3 bulan 

            = Rp. 2.000.000 

Untuk menghitung bagi hasil dari usaha tersebut terlebih dulu menghitung 

nominal bagi hasil anggota dengan menggunakan nominal prosentase yang 

menjadi standard pricing BMT berdasarkan jangka waktu pembiayaan jangka 

waktu 1 tahun setara dengan 2,4%  atau 0,2% per bulan. 

Target bagi hasil pembiayaan untuk hari dengan jagka waktu 8 bulan: Rp. 

4.000.000,- X 1,6 % = Rp. 64.000,- per bulan. Untuk pembiayaan harian berarti 

bagi hasil bulanan tersebut dibagi 25 hari, untuk mingguan dibagi 4 minggu. 

Menghitung bagi hasil : 
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Komposisi modal BMT = Jumlah modal BMT  x 100% 

          Total Modal  

       = Rp. 4.000.000,- x 100% 

       Rp. 10.000.000 

     = 40% 

Pendapatan modal BMT  = Pendapatan per bulan x komposisi modal BMT 

       = Rp. 2.000.000 x 40 % 

       = Rp. 80.000,- 

Setelah diketahui pendapatan usaha dari modal BMT maka selanjutnya 

menentukan nisbah bagi hasilnya. 

Perhitungannya = Target bagi hasil BMT x 100% 

       Pendapatan modal BMT 

    = Rp. 64.000,- x 100% 

       Rp. 80.000 

    = 8% 

Hasil perhitungan nisbah bagi hasil dari usaha untuk BMT Beringharjo 

sebesar 8% dan untuk nasabah sebesar 92%. Dari hasil perhitungan nisbah bagi 

hasil antara BMT dengan nasabah, maka bisa dihitung bagi hasil yang diterima 

oleh BMT Beringharjo. Bagi hasil yang sudah ditentukan dikalikan dengan hasil 

modal BMT Beringharjo. Bagi hasil yang sudah dihitung ditambah dengan 

angsuran pokok per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Maka pembayaran 

angsuran dan bagi hasil yang akan dibayar oleh nasabah setiap bulannya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Perhitungan Bagi Hasil BMT Beringharjo 

 

No Modal 
Pokok 

(%) 

BMT 
Proyeksi 

Hasil  

 Hasil Modal 

BMT  
Basil BMT Akum Total 

Mitra BMT     

1 6.000.000 4.000.000 500.000 0,4 2.000.000  Rp         800.000   Rp    144.000   Rp   144.000   Rp     644.000  

2 6.500.000 3.500.000 500.000 0,35 2.000.000  Rp         700.000   Rp    126.000   Rp    270.000   Rp     770.000  

3 7.000.000 3.000.000 500.000 0,3 2.000.000  Rp         600.000   Rp    108.000   Rp    378.000   Rp     878.000  

4 7.500.000 2.500.000 500.000 0,25 2.000.000  Rp         500.000   Rp      90.000   Rp    468.000   Rp     968.000  

5 8.000.000 2.000.000 500.000 0,2 2.000.000  Rp         400.000   Rp      72.000   Rp    540.000   Rp  1.040.000  

6 8.500.000 1.500.000 500.000 0,15 2.000.000  Rp         300.000   Rp      54.000   Rp    594.000   Rp  1.094.000  

7 9.000.000 1.000.000 500.000 0,1 2.000.000  Rp         200.000   Rp      36.000   Rp    630.000   Rp  1.130.000  

8 9.500.000 500.000 500.000 0,05 2.000.000  Rp         100.000   Rp      18.000   Rp    648.000   Rp  1.148.000  
Sumber: dokumentasi BMT Beringharjo
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Dari tabel 4.1 di atas jumlah porsi modal BMT Beringharjo Rp. 

4.000.000,- dengan jangka waktu 8 bulan. Maka jumlah angsuran nasabah setiap 

bulannya dari bulan 1 sampai bulan ke 8 adalah Rp. 500.000,- . Serta bagi hasil 

yang didapat bank 8% dari hasil modal BMT Beringharjo. 

Tabel 4.2 

Angsuran pembiayan Musyarakah 

 

Tanggal Transaksi Jurnal BMT Beringharjo 

10 Januari 2017 Realisasi Pembiayaan Dr. Piutang Rp. 4.000.000 

      Cr.Kas                 Rp. 4.000.000 

10 Februari 2017 Pembayaran angsuran 

pertama 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas         Rp. 144.000 

     Cr.Pendapatan musyarakah   Rp 144.000 

`10 Maret 2017 Pembayaran angsuran ke 2 

 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas       Rp. 126.000 

      Cr.Pendapatan musyarakah  Rp. 126.000 

10 April 2017 Pembayaran angsuran ke 3 

 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas       Rp. 108.000 

      Cr.Pendapatan musyarakah  Rp. 108.000 

10 Mei 2017 Pembayaran angsuran ke 4 

 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas           Rp. 90.000 

      Cr.Pendapatan musyarakah  Rp. 90.000 

 

  Pembayaran angsuran ke 5 

 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas       Rp. 72.000 

      Cr.Pendapatan musyarakah  Rp. 72.000 

10 Juli 2017 Pembayaran angsuran ke 6 

 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas       Rp. 54.000 

      Cr.Pendapatan musyarakah  Rp. 54.000 
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10 Agustus 2017 Pembayaran angsuran ke 7 

 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas       Rp. 36.000 

      Cr.Pendapatan musyarakah  Rp. 36.000 

10 September 2017 Pembayaran angsuran ke 8 

 

 

Pembayaran bagi hasil 

Dr. Kas         Rp. 500.000 

      Cr. Piutang          Rp. 500.000 

 

Dr. Kas       Rp. 18.000 

      Cr.Pendapatan musyarakah  Rp. 18.000 

3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mbak Putri selaku 

accounting BMT Beringharjo mengenai perlakuan akuntansi pembiayaaan 

msyarakah yang dilaksanakan pada 28 Juli 2018 di Kantor BMT Beringharjo,- 

sebagai berikut:  

“Penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah yang 

digunakan saat ini di BMT Beringharjo sebenarnya sama dengan bank bank lain 

yaitu dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan 

konsep pengakuan yang sesungguhnya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu 

paham mbak sama perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah,  karena saya 

sebagai accounting belajar akuntansi secara otodidak, dan belum semuanya saya 

pelajari dengan benar. Ketika kita menyerahkan pembiayaan di awal akad 

pembiayaan musyarakah  berupa kas kepada nasabah diakui sebagai piutang 

sebesar modal yang diserahkan. Jika yang diserahkan berupa non kas maka akan 

diakui sebagai piutang sebesar nilai wajar aset tersebut.” 

A. Pembiayaan musyarakah pada saat awal akad 

Pada saat pencairan modal pembiayaan musyarakah diakui sebagai 

piutang musyarakah dan diukur dengan jumlah yang diserahkan. BMT 

Beringharjo melakukan penjurnalan sebagai berikut: 

Dr. Piutang Pembiyaan Musyarakah   xxx 

 Cr. Kas       xxx 
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Tidak ada biaya-biaya yang dicatat saat administrasi kecuali biaya materai, 

namun tidak diakui sebagai pembiayaan musyarakah. 

B. Pengakuan dan Pengukuran pada saat bagi hasil pembiayaan 

musyarakah 

Penentuan bagi hasil di BMT Beringharjo diakui sebesar nisbah yang telah 

disepakati diawal antara BMT Beringharjo dengan nasabah. Bagi hasil pada 

pembiayaan musyarakah BMT Beringahrjo dihitung dari  hasil usaaha dikalikan 

dengan nisbah bagi hasil. Pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap 

bulan hingga jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad bersamaan 

dengan angsuran pokok pembiayaan musyarakah. Adapun jurnalnya sebagai 

berikut: 

a. Angsuran pokok pembiayaan musyarakah 

Dr. Kas      xxx 

 Cr. Piutang Pembiayaan Musyarakah  xxx 

b. Angsuran bagi hasil pembiayaan musyarakah 

Dr. Kas      xxx 

 Cr. Pendapatan bagi hasil musyarakah  xxx 

C. Pengakuan dan Pengukuran bila terjadi kerugian 

Apabila terjadi kerugian maka pihak BMT Beringharjo akan mengakui 

dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui padasaat periode terjadinya 

kerugian mengurangi saldo pembiayaan musyarakah, akan tetapi pihak BMT 

Beringharjo akan melakukan peninjauana dulu penyebab kerugian tersebut. Jika 
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penyebab kerugian dikarenakan bencana alam, maka nasabah hanya membayar 

angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. Penjurnalannya sebagai berikut: 

Dr. Piutang Pembiayaan Musyarakah  xxx 

Cr. Kerugian bagi hasil musyarakah   xxx 

Apabila kerugian tersebut karena kelalaian nasabah maka jaminan maka 

jaminan yang diserahkan di awal akad akan ditarik dan kerugian tersebut 

mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang 

masuk ke rekening yang bersangkutan. Adapun jurnalnya sebagai berikut: 

Dr. Akumulasi Cadangan penghapusan piutang   xxx 

Cr. Pembiayaan Musyarakah (Penghapusan no.rek)  xxx 

D. Pengakuan pada saat akhir pembiayaan 

Pelunasan adalah pengembalian pokok pinjaman oleh nasabah kepada 

BMT Beringharjo. Pihak BMT mengaki pelunasan setelah menerima angsuran 

pokok pembiayaan musyarakah dan bagi hasil saat jatuh tempo pembiayaan 

musyarakah. 

3. Penyajian dan pengungkapan 

  Pembiyaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan 

keuangan BMT Beringharjo di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca 

sebesar tagihan BMT Beringharjo kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil 

disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos 

pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan atas laporan 

keuangan. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Analasisis Penerapan Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah di 

BMT Beringharjo. 

Analisis kebijakan dalam penerapan akad musyarakah pada BMT 

Beringharjo berdasarkan data hasil wawancara sebagai berikut: 

Kebijakan yang pertama, Kedua pihak sepakat dan saling mengikat diri 

satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai dan menjalankan usaha bersama 

sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak kedua (nasabah) kepada 

pihak pertama (BMT Beringharjo). 

PSAK 106 menyebutkan bahwa para mitra bersama-sama menyediakan 

dana untuk mendanai usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah 

berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra  dapat mengembalikan 

dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau 

sekaligus kepada mitra lain. 

Kebijakan akad pembiayaan musyarakah pada BMT Beringharjo telah 

sesuai dengan PSAK 106. BMT Beringharjo dan nasabah secara bersama-sama 

mengkontribusikan dananya pada suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah 

sebagai mitra aktif. Pengembalian dana pokok pembiayaan musyarakah 

tergantung jangka waktu akad yang telah disepakati oleh kedua pihak pada awal 

akad. 

Kedua, Pihak pertama dan kedua sepakat nisbah bagi hasil dan angsuran 

sebagai berikut : Angsuran = Angsuran pokok + Pembayaran bagi hasil 

      Bagi hasil = Pendapatan usaha x Nisbah Bagi Hasil 
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PSAK 106 meyebutkan bahwa porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra 

ditenuakn berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh 

selama periode akad. Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 

 106 karena bagi hasil pada BMT Beringharjo dihitung sesuai berdasarkan 

nisbah bagi hasil yang dikalikan dengan pendapatan usaha. 

Ketiga, pihak kedua berkewajiban mengembalikan modal kepada pihak 

pertama dengan cara angsuran dalam jangka waktu pembiayaan yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian maksimal 24 bulan (2 tahun). Hal jatuh tempo 

pembayaran pembiayaan jatuh bertepatan hari kerja pihak pertama (BMT 

Beringharjo). Jika tanggal jatuh tempo pembayaran adalah hari libur maka 

pembayaran angsuran dibayarakan pada hari kerja sebelumnya. 

Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106. Karena 

dalam PSAK 106 menyebutkan bahwa investasi musyarakah yang belum 

dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Maka nasabah 

berkewajiban mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan 

musyarakah tersebut bertepatan hari kerja BMT Beringharjo. 

Keempat, Selama kewajiban pihak kedua (nasabah) kepada pihak pertama 

(BMT Beringharjo) berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas. Maka 

pihak kedua menjamin dan sepakat bahwa semua keterangan yang diberikan pihak 

kedua (nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo) dalam akad ini secara 

material adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan 

tidak benar yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama maka akad ini batal 
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dengan sendirinya demi hukum dan pihak kedua (nasabah) secara ikhlas dan 

bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku. 

Kebijakan BMT Beringharjo tersebut telah sesuai dengan PSAK 106. 

Karena PSAK 106 menyebutkan bahwa hal yang menunjukkan adanya kesalahan 

yang disegaja yaitu: Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana 

investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional.  

Kelima, Pihak kedua menjamin dan melindungi dan mnegganti rugi 

apabila pihak pertama mengeuarkan biaya-biaya diluar dari biaya-biaya yang telah 

diperjanjikan. Dan menjamin tertibnya pembayaran kembali pelunasan 

pembiayaan dan keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati para pihak 

berdasarkan akad pembiayaan musyarakah ini. Maka pihak kedua berjanji dan 

dengan ini mengikat diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan 

jaminan kepada pihak pertaam (BMT beringaharjo) sesuai dengan peraturan 

undang-undang yang berlaku yang merupakan bagaan yang tidak terpisahkan 

dalam akad musyarakah ini. 

BMT Beringharjo meminta jaminan pada nasabah dalam memenuhi 

persyaratan sebagai nasabah dalam memenuhi persyaratan sebagai nasabah 

pembiayaan musyarakah. Berdasarkan PSAK 106 menyatakan bahwa karena 

setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat 

meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalaham 

yang disengaja. Beberapa hal yang emneunjukkan adanya kesalahan yang 

disengaja adalah: 
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a. Pelanggaran terhadap akad antara lain; penyalahgunaan dana investasi, 

manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau 

b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip. 

Praktik akuntansi akad musyarakah pada BMT Beringharjo sudah sesuai 

dengan PSAK 106. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI memperbolehkan adanya 

permintaan jaminan. Pada syarta pembiayaan musyarakah, BMT Beringharjo juga 

meminta  nasabah untuk menyertakan jaminan yang berguna untuk menjaga dan 

melindungi kepentingannya dalam pembiayaan usaha yang diberikan kepada 

nasabah. Jaminan tersebut dapat dicairkan oleh BMT sebagai mitra pasif apabila 

nasabah sebagai pengelola usaha melakukan kesalahan secara disengaja atau 

nasabah tidak bisa membayar angsuran pokok. 

Keenam, segala risiko yang disebabkan karena penyimpangan akad dan 

atau kelalaian pihak kedua (nasabah) maka akan ditanggung sepenuhnya oleh 

pihak kedua (nasabah). Pihak pertama (BMT Beringharjo) hanya akan 

memberikan kelonggaran waktu pembayaran. 

Kebijakan yang keenam ini sesuai dengan PSAK 106. Karena dalam 

PSAK 106 menyatakan bahwa jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra 

aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif 

atau pengelola usaha masyarakat. Pada BMT Beringharjo semua risiko 

ditanggung nasabah jika disebabkan kelalaian nasabah. 

Ketujuh, Apabila pihak kedua (nasabah) lalai dalam melakukan 

pembayaran sehingga pihak pertama (BMT Beringharjo) harus mengadakan 
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penagihan maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua 

(Nasabah).  

Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106. Karena 

dalam PSAK 106 menyebutkan bahwa biaya yang terjadi akibat akad musyarakah 

tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan 

dari seluruh mitra musyarakah. 

Kedelapan, Barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/ barang 

modal kerja yang dibiayai dengan modal dari pihak pertama (BMT Beringharjo) 

adalah tetap menjadi hak milik pihak pertama (BMT Beringharjo). 

Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106. Karena 

dalam PSAK 106 menyebutkan bahwa pada saat akad diakhiri, investasi 

musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai 

kewajiban. Maka barang jaminan, barang investasi, barang dagangan yang 

dibiayai dengan modal BMT Beringharjo tetap menjadi hak milik BMT 

Beringharjo, jika nasabah belum melunasi pembiayaan  akad musyarakah 

tersebut. 

Kesembilan, untuk menjamin kelancaran pembiayaan musyarakah ini 

maka pihak pertama (BMT Beringharjo) akan mengadakan pengawasan dan atau 

pemeriksaan terhadap usaha pihak kedua (nasabah) dan sewaktu-waktu pihak 

kedua (nasabah) akan dimintai keterangan tentang keadaan usaha, apabila terjadi 

perselisihan antara pihak dikemudian hari dan dengan cara musyawarah mufakat 

tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka para pihak telah sepakat 

untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui Pengadilan Agama. 
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PSAK 106 juga menyebutkan bahwa jiak tidak terdapat kesepakatan antara 

pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan 

berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Kebijakan tersebut telah sesuai 

dengan PSAK 106 karena pada kebijakan BMT Beringharjo perselisihan yang 

tidak dapat diselesaikan dengan cara musyarawah akan diselesaikan melalui jalur 

hukum Pengadilan Agama. 

4.2.2. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah oleh BMT 

Beringharjo bagi UMKM 

Berdasarkan data hasil wawancara dengan mbak Putri selaku accounting 

BMT Beringharjo dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah 

dilakukan atas dasar profit sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah 

istilah profit sharing sering digunakan, dimana hal ini dapat diartikan sebagai 

pembagian antar untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha 

yang telah dilakukan. 

Sistem profit sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari 

perjajian kerja sama antara BMT Beringharjo dan nasabah dalam menjalaankan 

kegiatan usaha ekonomi, dimana keduanya terikat kontrak bahwa di dalam usaha 

tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah 

kesepakatan di awal perjanjian. Begitu pula bila usaha mengalami kerugian, maka 

akan ditanggung bersama seuai dengan porsi masing-masing (tidak disebabkan 

kelalaian). 
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Praktik akuntansi akad musyarakah pada BMT Beringharjo telah sesuai 

dengan PSAK 106. Sebelum akad musyarakah dimulai, nasabah dan pihak BMT 

Beringharjo telah menentukan kesepakatan nisbah bagi hasil terlebih dahulu. 

Keuntungan yang diperoleh mitra aktif (nasabah) akan dibagi kepada BMT 

Beringharjo sebagai mitra pasif berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelum 

akad. Nisbah bagi hasil dihitung dari target bagi hasil BMT Beringharjo dikalikan 

dengan modal BMT Beringharjo. Bagi hasil yang sudah dihitung ditambah 

dengan angsuran pokok perbulan yang harus dibayarkan oelh nasabah. Besarnya 

angsuran ditentukan dari jumlah modal BMT Beringharjo untuk pembiayaan 

musyarakah dibagi dengan jangka waktu sesuai dalam perjanjian akad 

pembiayaan musyarakah. 

4.2.3. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan 

Musyarakah pada BMT Beringharjo 

Melihat perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah pada BMT 

Beringharjo, peneliti dapat menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK 106, 

adapun pembahasan sebagai berikut: 

A. Pengakuan dan pengukuran 

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada saat awal akad 

BMT Beringharjo mengakui pembiyaan musyarakah pada saat awal akad 

dengan mendebit piutang pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas. Adapun 

jurnalnya sebagai berikut : 

Dr. Piutang Pembiayaan Musyarakah xxx 

Cr. Kas      xxx 
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Pernyataan dalam PSAK 106 menjelaskan bahwa: 

- Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas 

untuk usaha Musyarakah. 

- Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. 

- Dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara 

nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui 

sebagai selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasis selama 

masa akad musyarakah. 

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT 

Beringharjo terkait pengakuan dan pengukuran biaya-biaya pada saat realisasi 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo sudah sesuai dengan PSAK 106. 

2. Pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil 

Penentuan bagi hasil di BMT Beringharjo diakui sebesar nisbah yang telah 

disepakati diawal antara BMT Beringharjo dengan nasabah. Bagi hasil pada 

pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo dihitung dari  hasil usaha dikalikan 

dengan nisbah bagi hasil. Adapun jurnalnya sebagai berikut: 

Dr.Kas    xxx 

Cr. Pendapatan bagi hasil musyarakah xxx 

Berdasarkan pernyataan PSAK 106 menjelaskan bahwa pendapatan usaha 

musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan 

kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha 

mitra pasif atas bagi hasil diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan 

kewajibannya. 
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3. Pengakuan dan pengukran bila terjadi kerugian 

Apabila terjadi kerugian BMT beringharjo mengakuinya dan melakukan 

pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan 

mengurangi saldo pembiayaan musyarakah, akan tetapi pihak sebelum itu pihak 

BMT Beringharjo akan melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut, 

dikarenakan bencana alam atau kelalaian nasabah. Bila karena bencana alam maka 

nasabah hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. Adapun 

jurnalnya sebagai berikut: 

Dr. Piutang Musyarakah  xxx 

Cr. Kerugian bagi hasil musyarakah   xxx 

Bila kerugian tersebut karena kelalaian nasabah maka jaminan pada saat 

awal akad akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan 

akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang 

bersangkutan. Penjurnalan sebagi berikut: 

Dr. Akumulasi cadangan penghapusan piutang  xxx 

Cr. Pembiayaan Musyarakah (Penghapusan no.rek)  xxx 

Berdasarkan pernyataan PSAK 106 berkaitan dengan pengakuan dan 

pengukuran bila terjadi kerugian maka kerugian investasi musyarakah diakui 

sesuai dengan porsi dana masing-masing nasabah dan mengurangi nilai aset 

musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau 

pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau 

pengelola aktif musyarakah. Pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana 
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alam (bukan faktor kesengajaan) ataupun yang disengaja di BMT Beringharjo jika 

dilihat berdasarkan PSAK 106 sudah sesuai. 

4. Pengakuan Pada saat akhir pembiayaan 

BMT Beringharjo mengakui pelunasan pada akhir pembiayaan setelah 

menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui 

sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan. Hal ini sesuai 

dengan PSAK 106 menyatakan bahwa Pada saat akad diakhiri, invetasi 

musyarakah yang dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. 

B. Penyajian dan Pengungkapan 

Pembiayaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan 

keuangan BMT Beringharjo di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar 

tagihan BMT Beringharjo kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil disajikan 

dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendaptan operasi 

utama. Semua yang berkiatan dengan transaksi musyarakah diungkapkan didalam 

catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standart akuntasi tentang penyajian 

laporan keuangan syariah. 

Perlakuan akuntansi BMT Beringharjo terkait pengakuan sudah sesuai 

dengan PSAK 106 yang menyatakan bahwa Mitra mengungakapkan hal-hal yang 

terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbata, pada: 

a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti dana, pembagian hasil 

usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. 

b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 
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c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 

Sedangkan perlakuan akuntansi BMT Beringharjo terhadap pembiayaann 

musyarakah pada penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK 106, karena pernyataan 

dalam PSAK 106 bahwa Kas atau set non kas yang diserahkan kepada mitra aktif 

disajikan sebagai investasi musyarakah. Sedangkan di BMT Berimgharjo 

Beringharjo kas atau aset disajikan sebagai piutang musyarakah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada 

BMT Beringharjo yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam 

pelaksanaannya dimulai dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk 

pengajuan pembiayaan musyarakah, membuat kesepakatan antara BMT 

Beringharjo dengan nasabah dengan cara mengisi formulir permohonan 

pembiayaan, formulir akad pembiayaan dan surat pernyataan pemilik barang 

jaminan. 

Penerapan bagi hasil pembiayaan BMT Beringharjo menggunakan sistem 

profit sharing. Profit sharing adalahperhitungan bagi hasil iddasarkan kepada hasil 

bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.  Keuntungan akan dibagikan 

kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. 

Perlakuan akuntansi di BMT Beringharjo terhadap pembiayaan 

musyarakah mulai dari realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan 

PSAK No. 106. Sedangkan untuk penyajian musyarakah belum sesuai dengan 

PSAK No. 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan. Pihak BMT Beringharjo 

menyajikan kas atau nonkas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh 



85 
 

 

 
 

masing-masing mitra sebagai piutang musyarakah. Sedangkan dalam PSAK No. 

106 kas atau non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai 

investasi musyarakah. Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing 

mitra disajikan sebagai investasi musyarakah. 

 

5.2. Saran 

1. Sebaiknya BMT Beringharjo membuat ketetapan bagi UMKM untuk 

memiliki laporan keuangan agar pelaksanaan pembiayaan musyarakah 

yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dan nasabah bersifat transparan 

terkait dengan keuntungan usaha yang dijalankan. 

2. Perlakuan akuntansi di BMT Beringharjo terhadap pembiayaan 

musyarakah masih ada yang belum benar-benar sesuai dengan PSAK 

No.106, yaitu saat mencatat realisasi pembayaran kas dan pemabayaran 

angsuran pokok pembiayaan musyarakah, pihak BMT Beringahrajo 

mencatat dan menyajikannya sebagai piutang musyarakah. Berdasarkan 

PSAK NO.106 raealisasi pembayaran kas dan pembayaran angsuran 

pokok pembiayaan angsuran pokok dicatat dan disajikan sebagai investasi 

musyarakah bukan sebagai piutang. 

3. Peneliti memiliki keterbatasan tentang teori sebenarnya mengenai 

perlakuan akuntansi. Jadi unuk peneliti selanjutnya sebaiknya memiliki 

pandangan atau menguasai bagaimana teori sebenarnya tentang 

pembiayaan musyarakah agar penelitian berjalan dengan lancar.
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Lampiran 1: Akad Pembiayaan Musyarakah 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Kampus Pusat: Ring Road Barat Gamping Sleman Yogyakarta Telp (0274) 549152 

ext 117 



 

 
 

Lampiran 2: Laporan Keuangan UMKM 

Katering Ibu Hari 

Laporan Laba Rugi 

Periode Maret s.d Juni 2018 

Pendapatan Usaha      Rp    270.726.667  

  
  

  

Harga Pokok Penjualan 
  

 Rp (192.487.667) 

  
  

  

Laba Kotor 
  

 Rp      78.239.000  

  
  

  

Biaya Usaha: 
  

  

Biaya Operasional Sales 
 

 Rp     (2.998.000)   

Biaya Administasi & umum   Rp   (69.241.000)   

Total Biaya 
  

 Rp    (72.239.000) 

Total Laba      Rp        6.000.000  

 

Katering Ibu Hari 

Neraca 

Periode Mare s.d Juni 2018 

ASET       

Aset Lancar   Hutang   

Kas  Rp  43.245.846   Hutang Usaha   Rp                         -  

Piutang  Rp                       -   Hutang Bank  Rp    (11.205.714) 

Peralatan  Rp      1.675.000      

Biaya dibayar dimuka  Rp                       -      
Persediaan barang 
dagang  Rp   69.163.773      

TOTAL ASET LANCAR  Rp 114.084.619   TOTAL HUTANG   Rp   (11.205.714) 

        

Aset Tetap    Modal    

Mesin  Rp         175.000   Modal Laba Berjalan    Rp    104.465.333  

    
 Modal Pinjaman surat 
berharga   Rp      21.000.000  

TOTAL ASET TETAP  Rp         175.000   TOTAL MODAL   Rp    125.465.333  

        

TOTAL  Rp 114.259.619   TOTAL    Rp    114.259.619  
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2008-2011   : MTS Al-I’anah 

2011-2014   : SMA Negeri 01 Maospati 

 

Pendidikan Non Formal 

2014-2015   : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  

    Maulana Malik Ibrahim Malang 

2015-2016   : English Language Center (ELC) UIN 

    Maulana Malik Ibrahim Malang 

PengalamanOrganisasi 

 Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

tahun 2015. 

 



 
 

 

Aktivitas dan Pelatihan 

 Peserta kuliah tamu Jurusan Akuntansi tema “Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” 

 Peserta Diklat Menengah KOPMA Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang dengan tema “Memperkuat Peran Pemuda dalam Meningkatkan 

Perkembangan Manajemen Koperasi” 

 Peserta kuliah tamu internasional “Membedah dan Memahami Sukuk dalam 

Keuangan Islam” dengan narasumber Prof. Dr. Kholaf Solaman Alnemari di UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

 Peserta seminar nasional “Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal 

Bertauhid, Fundraising, dan Pemasaran Syariah” oleh Fakultas Ekonomi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


